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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya 

alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah/budaya. Berlimpahnya 

sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya 

tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan apa yang paling diminati masyarakat 

sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu ataupun 

materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya. Pariwisata merupakan 

salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu 

daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik 

pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang 

tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa 

sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Pariwisata adalah 

hal yang diminati oleh setiap individu, karena dapat menghilangkan kejenuhan, 

berkembangnya kreativitas dan mampu menunjang produktivitas suatu individu. 

 Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan 

adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Pasal 6 : 

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan 

memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan 

manusia untuk berwisata). Pasal 8  : 1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan 

rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan 

kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana 



induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan 

jangka panjang nasional. Pasal 11 : Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan 

kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk 

mendukung pembangunan kepariwisataan.) serta (Pasal 12: 1) Aspek- aspek penetapan 

kawasan strategis pariwisata). Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata 

merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai 

salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu 

menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan 

sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang 

mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, 

menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik 

utama bagi wisatawan. 

Pengembangan pariwisata pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan 

dan memanfaatkan obyek dan daya tarik wisata yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam 

yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya serta 

peninggalan sejarah. Hal ini sejalan dengan UU No. 9 Tahun 1990 (Mengenai kepariwisataan 

dan peraturan pelaksanaanya) disebutkan bahwa keadaan alam, flora, fauna peninggalan 

purbakala, peninggalan sejarah serta seni budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan 

sumber daya dan modal yang besar bagi usaha pengembangan dan peningkatan 

kepariwisataan. 
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Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan 

kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan 

wewenang dari pemerintah daerah. Sistem ini meletakkan pondasi pembangunan dengan 

memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah masing-

masing. Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor 

pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah 

pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah. 

Dalam Al-Qur’an, kepariwisataan juga dijelaskan bahwa perjalanan merupakan suatu 

perintah dan merupakan suatu keharusan untuk memahami dan mengambil I’tibar atau 

pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan Pencipta alam semesta ini. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-an’am 6 : 11 : 

 

Artinya : Katakanlah : "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana 

kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."
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Dalam Al-Qur’an sendiri menekankan perlu adanya jaminan keamanan suatu daerah 

atau Negara serta fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Hal ini ditekankan oleh 

mufassir al-Qurthubi ketika memahami QS. Saba’ 34 : 18 : 

 

                                                           
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, surat Al-an’am ayat 6:11, h.6 



Artinya : “Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan 

berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri 

itu (jarak-jarak) perjalanan, berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari 

dengan dengan aman.”
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Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa telah diciptakan dunia dengan isinya yang 

dilimpahi keberkatan, keindahan, sehingga dianjurkan bagi manusia untuk melakukan 

perjalanan dengan menikmati keindahan dan kenyamanan, keberagaman dengan rasa aman, 

perjalanan merupakan suatu perintah dan merupakan suatu keharusan untuk memahami dan 

mengambil I’tibar atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam mengenal Tuhan Pencipta 

alam semesta ini.  

Kota Blitar adalah satu Kota di Provinsi Jawa Timur, dengan Ibukota Kota ini terletak 

di Surabaya. Kota Blitar memiliki potensi obyek dan daya tarik wisata yang cukup beragam, 

diantaranya wisata alam, wisata bahari, dan wisata kuliner.
4
 Fenomena tewas nya Ir. 

Soekarno pada tahun 1970 yang merupakan Sang Proklamator Kemerdekaan Republik 

Indonesia dan akhirnya tempat pemakaman tersebut menjadi primadona bagi para wisatawan 

domestik maupun mancanegara. Fenomena ini merupakan langkah awal yang dikembangkan 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Blitar untuk menjadikan tempat tersebut sebagai 

obyek wisata sejarah yang dapat menarik wisatawan. Selain itu adapun beberapa obyek 

wisata lainnya yang terdapat di Kabupaten Blitar adalah seperti tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 

Jenis Obyek Wisata di Kota Blitar 

No Obyek Wisata Lokasi Obyek Wisata 

1. Wisata alam dan edukasi 

a. Kebonrojo 

b. Agrowisata blimbing sari 

 

a. Desa Bendogerit Kec. Sananwetan, 

Blitar 
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b. Desa Karangsari Kec. Sukorejo, Blitar 

 

3.  Wisata Kuliner 

a. Ayam Bakar Bu Mamik 

b. Lesehan President Resto 

c. Es Mini 

 

a. Jl. Kalimantan, Sananwetan, Blitar 

b. Jl. Dokter Wahidin, Kepanjenkidul, 

Blitar 

c. Jl. Dokter Wahidin, Kepanjenkidul, 

Blitar 

 

4. Wisata Sejarah 

a. Makam Bung Karno 

b. Istana Gebang 

c. Taman Makam Pahlawan 

 

a. Desa Bendogerit Kec. Sananwetan, 

Blitar 

b. Jl. Gebang Kelurahan Bendogerit Kec. 

Sananwetan, Blitar 

c. Desa Bendogerit Kec. Sananwetan, 

Blitar 

 

Pengembangan obyek wisata hendaknya dilakukan dengan lebih fokus melalui 

penataan dan pengembangan berbagai obyek pariwisata secara gradual dan sistematis, dengan 

dilengkapi segala fasilitas pendukungnya. Harus diakui bahwa fasilitas penunjang dan daya 

tarik berbagai objek wisata di Kota Blitar belum seluruhnya dalam kondisi baik, khususnya 

dalam hal aksesbilitas menuju berbagai objek wisata yang ada, sebagian besar dalam kondisi 

yang kurang baik. Selain itu terbatasnya sarana transportasi, baik kualitas maupun kuantitas 

dapat menghambat mobilitas wisatawan menuju objek wisata, serta masih kurangnya 

informasi tentang konstelasi objek wisata yang ada. Selain itu belum meratanya pembenahan 

sarana dan prasarana disetiap objek wisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung ke objek wisata tersebut. Hal itu disebabkan karena pemerintah daerah masih 

berfokus pada objek wisata yang diunggulkan saja.  

Dari uraian diatas perlu disadari oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan yang sangat berperan penting dalam mengembangkan suatu 

objek wisata, mengingat bahwa objek wisata di Kota Blitar mempunyai potensi yang sangat 

besar dalam menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah.  



Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis perlu melakukan suatu penelitian 

dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan Pariwasata  Sebagai Upaya Peningkatan 

Pedapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar” (Studi kasus pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Blitar). 

  

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata dari Dinas Pariwisata dan   Kebudayaan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar? 

2. Bagaimana tinjauan perspektif ekonomi Islam mengenai strategi pengembangan 

pariwisata dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Blitar? 

 

 C. TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk mengetahui strategi pengembangan pariwisata yang digunakan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Blitar. 

b. Untuk mengetahui tinjauan perspektif ekonomi Islam mengenai strategi 

pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota 

Blitar. 

 

D. BATASAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis menetapkan batasan 

masalah pada strategi pengembangan pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 



Blitar khususnya bidang pengelolaan dan pengembangan pariwisata dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

a. Secara teoritis  

Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan 

diatas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai strategi 

pengembangan pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi kalangan mahasiswa dan 

lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu 

Ekonomi Islam disetiap perguruan tinggi di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan 

menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia dan normatif di 

Indonesia yang berkaitan dengan ilmu Ekonomi Islam. 

 

F. PENEGASAN ISTILAH 

a) Strategi 

Strategi adalah rencana yang dirumuskan secara sistematik oleh sebuah organisasi 

baik organisasi publik maupun organisasi swasta dan dijadikan sebagai langkah-

langkah yang terarah dan berorientasi pada jangka panjang dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Strategi membentuk sebuah pola pengambilan keputusan dalam 

mewujudkan visi organisasi.  Keputusan-keputusan yang diambil organisasi tersebut 

nantinya dijadikan pedoman dalam mewujudkan kemajuan organisasi dengan strategi 

yang dilakukan. 



b) Pariwisata 

Pariwisata yang berasal dari kata wisata menurut Republik Indonesia No. 9 tahun 

1990 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan 

tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang 

dikunjungi. 

c) Pendapatan asli daerah 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan azas disentralisasi. 

 

G.  SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Agar mudah dipahami maka sistematika penulisan skripsi akan dibagi menjadi 3 

(tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagai berikut: 

Bagian Awal, pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul 

skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar 

gambar, halaman abstrak.  

Bagian Utama, pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai 

berikut:  



Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang 

penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan  

masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan. 

Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori mengenai konsep strategi 

dan pariwasata. Serta berisi tentang penelitian terdahulu. 

Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang 

disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian 

dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan 

deskripsi informasi lainnya. 

Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan pelaksanaan 

strategi pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya peningkatan pendapatan asli 

daerah, dan pandangan islam mengenai strategi pengembangan sektor pariwisata sebagai 

upaya peningkatan pendapatan asli daerah. 

Penutup, pada bab ini berisi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. 

Bagian Akhir, pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

daftar riwayat hidup. 

 


